BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana

bersyarat berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah: dari aspek
pembuktian terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan Penunut Umum dan memenuhi syarat
normatif pidana bersyarat dalam KUHP. Pertimbangan lain dari Penuntut
Umum dalam menuntut pidana bersyarat antara lain:

a. Terdakwa belum pernah dihukum;

b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

c. Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban;

d. Pihak korban telah memaafkan terdakwa;

e. Telah ada perdamaian antara pihak korban dan terdakwa;

f. Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan kepada pihak korban

dan pihak korban sudah merelakannya;

g. Usia terdakwa masih muda;

h. Terdakwa sudah lanjut usia;

i. Dalam tindak pidana kelalaian, korban juga melakukan kejahatan atau

kelalaian.

J. Pertimbangan lain sesuai keadilan setempat.
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B. Saran
Agar penerapan tuntutan pidana bersyarat diterapkan oleh Penuntut Umum
tidak hanya pada perkara-perkara tindak pidana kelalaian dan tindak pidana
dengan terdakwa anak-anak namun juga diterapkan pada tindak pidana lainnya
seperti tindak pidana pencurian dan penggelapan yang nilainya kurang dari Rp
2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tindak pidana lainnya yang
tidak menimbulkan keresahan dan dampak negatif terhadap masyarakat
setempat. Di samping itu tuntutan pidana bersyarat perlu dilakukan
pengawasan yang ketat oleh pengawas internal dari lembaga kejaksaan itu

sendiri agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan.
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